
KEPUTUSAN
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

NOMOR 8.e /DPRD.LPG/III.Ol/2017
 

TENTANG
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 27 /DPRD.LPG /12.01/2014
 

TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
 
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 
23/DPRD.LPG/13.01/2016 tanggal 3 Oktober 2016 telah 
ditetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; 

b. bahwa berdasarkan surat usulan perubahan yang 
disampaikan oleh Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung, Perihal Anggota Fraksi-Fraksi 
pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan b tersebut 
diatas, perlu menetapkan kembali Susunan Pimpinan dan 
Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2688); 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Angota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Angota Dewan Perwakilan 
Daerah; 
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3.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Partai Politik 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir derigan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2007 ten tang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

9.	 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

Memperhatikan: 1.	 Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung tanggal 10 April 2017; 

2.	 Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung tanggal 26 April 2017; 

3.	 Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 052/F-PDI-P/DPRD/II/2017 tentang usulan nama 
anggota fraksi POI Perjuangan yang duduk dalam Alat 
Kelengkapan Dewan; 

4 .	 Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 
02/F-PD/DPRD/IV/2017 tentang usulan nama anggota 
fraksi Partai Demorat yang duduk dalam Alat Kelengkapan 
Dewan; 

5.	 Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 04/ 
F-Gerindra /0PRD / V/2017 tentang usulan nama anggota 
fraksi Partai Gerindra yang duduk dalam Alat Kelengkapan 
Dewan; 



- 3 ­

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KELIMA 

6.	 Surat dari DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung 
Nomor /DPDPG-I/LPG/IV/2017 tentang usulan nama 
anggota fraksi Partai Golongan Karya yang duduk dalam 
Alat Kelengkapan Dewan; 

7.	 Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 
76/B/FPKS/III/20 17 tentang usulan nama anggota Iraksi 
Partai Keadilan Sejahtera yang duduk dalam Alat 
Kelengkapan Dewan; 

8.	 Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 05/F­
NasDem/DPRD/III/2017 tentang usulan nama anggota 
fraksi Partai Nasional Demokrat yang duduk dalam Alat 
Kelengkapan Dewan; 

9.	 Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 54/F­
PAN/DPRD/Ill/2017 ten tang usulan nama anggota fraksi 
Partai Amanat Nasional yang duduk dalam Alat 
Kelengkapan Dewan; 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 
27 /DPRD .LPG /12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN 
DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

Merubah susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan 
Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 27 / DPRD.LPG / 12.01 /2014 tentang Susunan 
Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. 

Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan 
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Bandar Lampung 
pada tanggal a.f, April 2017 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

KETUA 



Ketua 
Wk. Ketua 
Sekretaris 
Anggota 
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LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVlNSI LAMPUNG 
NOMOR :8·e /DPRD.LPG/III.O 1/20 17 
TANGGAL : % April 2017 

SUSUNAN PERUBAHAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 

DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

: H. ABDULLAH FADRI AULI,SH 
: H. A. ZAMZANI YASIN 
: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung 

1. YANUAR lRAWAN,SE.MM 
2. HARTATO LOJAYA 
3. HARRY ANANDA,SH 
4. Drs. I NYOMAN SURYANA 
5. Ir. AKHMADI SUMARYANTO 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

KETUA 

H. DEDI ~Kep ~H. 




